ABSTRAK

Alfian Dhiyaul Haq: Perlindungan Hak Pekerja Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Terhadap Perhitungan Uang Pesangon
Pekerja
Pemberian hak pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja merupakan hal

yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atas masa purna baktinya,

dalam perhitungan pesangon berdasarkan Pasal 40 hingga Pasal 56 Peraturan

Pemerintah No 35 Tahun 2021, Namun kenyataanya tidak sedikit perusahaan yang

tidak menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh Negara, dan tidak

memberikan serta menjamin terkait hak hak yang harus diberikan kepada pekerja
dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun, seperti kasus PT. TPN pada
tahun 2024 tentang pemberian hak pesangon kepada pekerjanya yang tidak sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021
Penelitian bertujuan untuk menganalisis 1) Bagaimana perlindungan hukum

Terhadap Pekerja Yang memasuki Usia Pensiun Untuk Mendapatkan Pesangon

Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 2) Upaya Hukum yang

Dapat Dilakukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pesangon Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021
Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Studi

Kasus (Case Study), dengan Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis

penelitian deskriptif analitif. Dengan tambahan referensi lainnya yang berupa studi

lapangan. Metode kualitatif sebagai metode pengumpulan data yang bertujuan
untuk mengamati dan memahami secara langsung pada objek penelitian.

Penelitian menggunakan kerangka teori yang dapat diuraikan menjadi
beberapa bagian yaitu : Teori Keadilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa
setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil., Teori Perlindungan Hukum
bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah
diatur dalam hukum, Teori Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjelaskan
bagaimana hukum ketenagakerjaan berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja
dan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Teori Kesejahteraan yang
bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup layak pekerja

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 1) Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja yang memasuki Usia Pensiun Untuk Mendapatkan Pesangon hal ini

berkaitan erat dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021. Bahwa Negara

telah menjamin dalam UUD 1945 terkait perlindungan hukum terhadap pekerja
yang memasuki usia pensiun untuk mendapatkan hak pesagnon dalam Pasal 27 ayat

(2) dan Pasal 28D ayat (2). Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal

6 dan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021. 2)

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pesangon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dapat menempuh Upaya

Hukum : penyelesaian bipartit, mediasi, hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hubungan Industrial sampai kepada tahap banding ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Pekerja, Pesangon, Pemutusan Hubungan

Kerja, Pensiun.
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